
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G/627/B.02/HK/2017
 

TENTANG
 

BASIL EVALUASI
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi 
sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2011; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; 



Memperhatikan	 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/2787/SJ Tanggal 14 
Juni 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. 

MEMUT'USKAl'f: 

Menetapkan	 KEPUTUSAIf GUBERl'fUR TENTAIfG BASIL EVALUASI 
RANCAIfGAIf PERATURAN DAERAH KOTA BAl'fDAR LAMPUNG 
TENTAIfG PAJAK DAERAH DAIf RETRIBUSI DAERAH. 

KESATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar 
Lampung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, 

KEDUA	 Walikota Bandar Lampung bersama DPRD Kota Bandar Lampung 
segera melakukan penyempumaan dan penyesuaian terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempumakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan 
Daerah dari Gubemur. 

KEEMPAT	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disarnpaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubemur 
Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 6 Oec,ember 2017 

GUBERIfUR LAMPUNG, 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Pimpinan DPRD Kota Bander Lampung di Bander Lampung. 



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/627/B.02IHK/2017 
TANGGAL: 6 DESEMBER 2017 

HASIL EVALUASI TERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

I. PAJAK DAERAH 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempumaan Keterangan 

1 2 3 4 5 

1. Konsiderans a. bSRwa Pajak QaSFaR RlaFllllallaR salsR salY 8~~88r a. bahwa pajak daerah merupakan salah salu sumber Diklum Menimbang 
Menimbang ~aRsallalaR QaaFaR yaRg IlSRtiRg gYRa Rlamlliayai pendapalan daerah yang dipergunakan unluk membiayai disempumakan 

PslallsaRaaR PaFRaRRtsRaR QaaFaR salaFR FaRgka pelaksanaan pemerinlahan, pembangunan dan sosial 
FRaFRllaRllaR llaleyaRaR Iiallasa FRaayaFallal 8aRa mswlljYlllaR kemasyarakalan, dalam rangka pelayanan kepada masyarakal 
IISFR8RSiRaR SaaFaRj serta mewujudkan kemandirian daerah; 

ll. llaRwa 9a9aFa~a lialaRtYaR salam PaFatliraR QaSFaR Kala b. bahwa Peraluran Daerah Kola Bandar Lampung Nomor 1 
QaRsar baFRIlYRg ~Iamar 1 laRIIIR 2Q11 laRlaRg Pajall [;laaFaR Tahun 2011 lenlang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan 
8111saR lisall 8ssyai lagi sSRgaR IlsFhamoaRgaR IlsFallaROmiaR per1<embangan perekonomian negara serta melaksanakan 
~asa saal iRi sasllal IlallllllysaR GY9arRllr baFRllllRg ~18RlOr Kepulusan Gubemur Lampung Nomor : G/395/B./IltHK/2016 
CJ3Qi/Q./IIA-lK-'2QHi laRgllal 11 JllRi :!Q1li olaR liaraRaRya lenlang Pembalalan Alas Beberapa Pasal Peraluran Daerah 
~arlY siiallYllaR llaFlilllaRaR; Kola Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 lenlang Pajak 

Daerah, maka perlu dilakukan perubahan; 
c. OaRl'la YRIYk maFRSRIIIRi saoagaiFRaRa slmallslls pasa RllFllf a 

saR 0 siatas, paRll sitalapllaR sSRgaR PaFatYFaR [;laSFaR Kala c. bahwa berdasar1<an pertimbangan sebagaimana dimaksud 
!laRsar bam~YRg laRlaRg PSfll9aRaR atas PaFalllFaR QaaraR pada huruf a dan huruf b lersebul di alas, perlu menelapkan 
Kota QSRsar bamallllRg ~18mor 1 TaRYR 2Q11 taRtaRg Pajall Peraluran Daerah lenlang Perubahan alas Peraluran Daerah 
QaaFaR. Kola Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 lenlang Pajak 

Daerah; 
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1 2 3 4 5 
2. Diktum Mengingat ~. blRSBR!! blRSBR!! N8~8r 12 lQR~R 2911 t8RtaR!! j;>8~1l8Rt~I\QR I 3.­ Diktum Mengingat 

j;l8I<lt~F8R j;>e~RSQA!! ~RS8A!!BR (b8~~8r8R N8!!QF8 R8p~lllil\ - Angka 3 dihapus UU No. 
IRB8R8Si8 T8R~R 2911 N8~8F 92. TQmll8RQR b8~IlIlI<lR 12 Tahun 2011 digunakan 
~18!!1IF8 R8p~lllik IRBBR88iQ ~18~eF e2~4); hanya sebagai pedoman 

penyusunan sehingga
4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ~. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tidak perlu dicantumkan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik dalam konsiderans 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran mengingat
Nomor 5587) sebagaimana lelah diubah dengan Undang­ Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana - Angka 4, angka 5, angka 
Undang Nomor 9 Tahun 2015T (Lembaran Negara Republik telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 8 dan angka 9 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas disempumakan dengan
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang menambahkan Lembaran 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik pengundangan 
Indonesia Tahun 2015 Nomor ~, Tambahan Lembaran - tambahkan 3 (tiga) angka 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); baru yang mengatur 

tentang Tata Cara 
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi ~, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian dan 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Pemanfaatan Pajak
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Daerah dan Retribusi 
Nomor 5601); Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Daerah serla Pajak 

Daerah dan Perda OPD 
Kota Bandar Lampung 

• dengan adanya 
penambahan dasar 
hukum, maka penu/isan 
angka selanjutnya 
menyesuaikan 

Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaalan Pajak Daerah dan Retribusl Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

8. Peraturan Presiden RepYlilik IRBBRBsis Nomor 87 Tahun 2014 ~. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan; Undangan (Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 
I I , I \ ' 
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1 2 3 4 5 

3, 

4, 

Diktum Memutuskan 

Batang Tubuh 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

MEMUTUSKAN; 

Pasall 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 
2011 Nomor 01, diubah sebagai berikut. 

1. Ketentuan Pasal4 ayat (4) huruf f .• jasa FWl'Ra~ 118S &8R8E1R 8R'1S81 
IIWIiIRg OEIA Rp ill,lIl1g,goo (8Ral'R pWlw~ jwlEl Rwpla~) p8r IEl~WRi 

Dihapus sehingga K818RIlJElR Pasal 4 s81sRgkapRyEl ~ElIllS lli1l86E1 
lWIR berbunyi sebagai berikut: 

Pasal4 
(1 ) Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan olen hotel 

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai 
kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 

(2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
fasilitas telephone, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan 
cuei, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang 
disediakan atau dikelola hotel. 

~. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor20361; 

Peraturan Daerah Kola Bandar Lampung Nomer 1 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar 
Lampung Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor ....1; 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomer 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Bandar Lam pung (Lembaran Daerah Kota 
Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor ..... Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07); 

MEMUTUSKAN; 

Pasall 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 
2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung 

Penulisan diktum memutuskan 
diakhiri tanda baca titik dua 
tanpa spasi 

Batang Tubuh 
- Pasal I diubah dengan 

menambahkan Tambahan 
Lembaran Daerah Kota 
Bandar Lampung pada 
Perda No.1 Tahun 2011 

- Ketentuan angka 1 
disempumakan sesuai 
ketentuan UU No. 12 
Tahun 2011 

Nomor .....1diubah sebagai berikut. 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf f dihapus, sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal4 
(1 ) Objek Pajak Hotel adalah Pelayanan yang disediakan oleh hotel 

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai 
kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan, termasuk fasilttas olahraga dan hiburan. 

(2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
fasilitas telephone, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan 
cuei, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang 
disedlakan atau dikelola hotel. 

f, 
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1 2 3 4 5 

(3) Termasuk Objek Pajak Hotel adalah jasa Persewaan I (3) Termasuk Objek Pajak Hotel adalah jasa Persewaan Pasal 4 disempumakan 
Ruanganltempat untuk keglatan repat acara resepsi, pertemuan Ruanganltempat untuk keglatan rapat, acara resepsi, pertemuan dengan memberi kelerangan 
dan sejenisnya dihotel. dan sejenisnya dihotel. pada ketentuan Pasal 4 ayat 

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada I (4) Tidak tenmasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dlmaksud pada (4) hurul f, sesual ketentuan 
ayat (1) adalah: ayat (1) adalah: UU No. 12 Tahun 2011 
a. .lasa tempat tinggal, asrama yang diselenggarakan oleh a. jasa tempat tinggal, asrama yang diselenggarakan oleh tentang Pembentukan 

pemerintah atau pemerintah daerah; pemerintah atau pemerintah daerah; Peraturan Per-UUan 
b. .lasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 
e. .lasa tempat tlnggal di pusat pendidikan atau kegiatan c, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan 

keagamaan; keagamaan; 
d. .lasa tempat tinggal di rumah saM, asrama perawat, panti d. jasa tempat tinggal di rumeh sakit asrama perawat, panti 

jompo, panti asuhan, dan panti sosiallainnya yang sejenis; jompo, panti asuhan, dan panti sosiallainnya yang sejenis; 
e. .lasa Biro Pe~alanan atau ~alanan wisata yang e. jasa Biro Pe$lanan atau pe$lanan wisata yang 

diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh 
umum. umum; dan 

f. dihapus 

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf 9 : 'PBFIflSiRSR Ililyard, I 2. Ketentuan Pasal18 ayat (1) huruf 9 diubah, sehingga Pasal - Ketentuan angka 2 
<:el*, Qe1liRS', leAlsilIlsls 'selF Si~Sfj~8, sehingga KeleRI~sR 18 berbunyi sebagai berikut: disempumakan sesuai 
Pasal 18 8BI8RSIIlIfjR!I'B ~sr~i sillBiB SSR berbunyi sebagai kelenluan UU No. 12 
berikut: Tahun 2011 

(1) 
Pasal18 

Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan di I (1) 
pungut bayaran, yaitu : 
a. iontonan Film; 
b. Ilagelaran Kesenian, musik, tari (tari modern) danlatau busana; 
c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

Pasal18 
Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan 
dipungut bayaran, yaitu: 
a. tontDnan film; 
b. pagelaran kesenian, musik, tai (tari modem), danJatau busana; 
c. konles kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

- Pasal 8 disempurnakan 
dengan memberi tanda 
baea titik koma diak.hir 
anak. kalimat sesuai 
ketentuan UU No, 12 

d. Ilameran; d. pameran; Tahun 2011 tentang 
e. ~skotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; Pembentukan Peraturan 
f. eir1ms, akrobat dan sulap; f. sirl\us, akrobat dan sulap; Per-UUan 
g. ~nmainan bilyar, bowling; g. permainan bilyard, bowlling;
h. Ilacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan penmainan ketangkasan; 
i. Ilanti pijat refleksi, mandi uaplSPA dan pusat kebugaran (fitness i. panti pijat refteksi, mandi uaplspa, dan pusat kebugaran (fitness

center) center); dan 
j. ~ndingan olahraga j. pertandingan olahraga. 

(2) Tldak tIInmasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan 
yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan 
dalam rangka ae.n pernikahan, upacara adat kegiatan keagamaan, 
dan seienisnva. 
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1 2 3 4 5 
~, i"Oltal'll~al'l ~aGa! :H ByBI (l) RklRJf Il : 'IlBm8HlR, 1l8RklRjkl1l8R, 

8ilkkl6, 1I6re1l1l1, 6k11111l, 1l1iRBReiRgaR BIBRHl!lll (IBFmasklll yliRg 
ei 68IBR!l!lllHlllliR tSFA8R RillklFBA HlllyatllBmlllll vAsa'a 
airA\'at8"B~e ItslaROl F'EJR8RS) siDB8ar 2Q ij( (EtYB pWIWA 
IlBHlBR) eaFi RBF!JlIllIRell m1l6k111 IB~llIit ff8611 (IBmRB8k111 yBRg 

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga 
Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

- Ketentuan angka 3 
disempurnakan sesuai 
ketentuan UU No. 12 
Tahun 2011 

ei8BIBR!l!lBFlIIIlIR 11imliR RillklHlA reltyatl teFAlllll wisets 
airAlf8t8FfJ8Fhl l(slsFR r:8R8R8 glltsp... SSR Ket8Rtk48R Pasal 
2l lIylll (2) RklRJf Il: 'PaAli Pijlll, refilllllli, 1l8FmlliRliR llilyllFS, 
BB11iA!l, Gelt, 8BIlBSliF ~Ii % (Ii!la Ilkl1klR Iimll IlBf8BR) eliFi 
1l8mBa\'arliR. Ilalli "Gelf eiRllllklS, 8BRiR!l!l1l KBIBRlklaR P1I8111 
2l 8BIBR!l111lIlRylI RlIRJ8 eiBlIIlll eliR llBrBklRyi 8BBaga! BBFillkll: 

(j) 

(~) 

Pasal21 
.ar:if Plijak klRlIIk s81iaJi j8Ri8 llillklfllA SitslaJihaR 8888!lai 1l8Fikwl; 
8: l2agolaJaA k860RiaR raltyavtre&isioRal 88B8s8r i% (lima POJ&8A) 

gaR hilia tiASS maswkj 
"h. Pam9NiA; P9IitwAfwl(a~; .1r4<Y&; Akr89at; aWlifi; f2oRaAoiRgaA 

QlaRflI!la 88888ar ;)Q'i(; (skla Jiwlwll Ji8Al8R) sari Ilarga taRsa 
IIlllIllIk; 

Ii TSRteAiR ~IFRI &098&ar 2Q5Ve ("Wi ~WIYh f)&ri8R) ~aR RiPfj8 taR8a 
IIlllIllIk; 

Il. RagslaraR Alwsik, teri 8SB8811r 21i$~ (swa JiwlwllliAls Ji8FllSA) sari 
hliirglii taRSIii AUUiykj 

8. PaewaR kwsa, il8RsaFaaA IlSFAl8WF 88B8iaF aQ$~ (liga ~wlwll 

PQf&8A) daR Rliifg8 tQAgQ RUi6Wk, 
TaAf Pajak YAwk ~eR¥918A~nJaFQaR hioYRIA &91aiR 89lJasaiAUilAi 
gil~ahsY9 ~iKIa ayat (1) 61itota,.I'QA 699agai b9Rkwt' 

Pasal21 
(1) Besarnya Tarn Pajak untuk tiap jenis pajak hiburan ditetapkan 

sebagai benkut: 
a. tantanan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) 

dan harga tanda masuk; 
b. pagelaran busana, kantes kecantikan dan binaraga yang 

berkelas lakalltradisonal ditetapkan sebesar 0% (nol 
persenj dan harga tanda masuk: 

c. pagelaran busana, kantes kecantikan dan binaraga yang 
berkelas naslonal d~etapkan sebesar "..% (".". persen) 
dan harga tanda masuk; 

d. pagelaran busana, kantes kecantikan dan binaraga yang 
berkelas intemasianal ditetapkan sebesar ",,% (..".. 
persen) dan harga tanda masuk; 

e. pagelaran musik dan tan berkelas nasianal ditetapkan 

- Pasal 21 ayat (1) dan ayat 
(2) disatukan menjali ayat 
(1 ) ayat selanjulnya 
menyesuaikan, 

- Klasifikasi dimaksudkan 
sebagai pertimbangan 
dalam rangka menjaga 
kelestanan kesenian 
rakyatltradisional, 
pengembangan budaya 
nasianal dan prestasi alah 
raga anak bangsa yang 
diselenggarakan di tempat 
yang dapat dikunjungi aleh 
semua lapisan masyarakat 

a p9RfitaiR8R l<et8AskasiR ~F~aGYk yaAi dis91&RggarahaJil game sebesar ....%(.."" persen) dan harga tanda masuk; sesuai ketentuan Pasal 45 
e8Aw~ 881l88ar aQ!!(; (tilla Jiwlwll ~SIll8R) lIari Ji8AllillYafllA, f. pagelaran musik dan tan berkelas intemasional ditetapkan ayat (3) UU No. 28 Tahun 

8, RaRti j;lijiil, reIIsli&i, ~8FAlaiRaA iillyaFU, i8liRg .s88sar am (tiga sebesar ..,,% (. .... persen) dan harga tanda masuk; 2009 
pwlwh Ii~a fi9ri9R) saR pemtfaYSFaA g, pagelaran musik dan tali nasianal yang berkelas 

~ 

e USAfli wafJJspa, pYGat kebwgaraA; pagelaFilA BWS8R8j lteAtQ6 
k8eaAtikaR, .s8sseF 3Q$~ (lilla JiWIWR ~8IllSA) SaR ~8m811YafllR 

d. KaFaSI(9; gisketikj klab malam gaR s8j8AisAya &9b9Sar 1~' 

lampet PWIWR paRtiR) gaR ~8mbaya"A. 

Setiap penyelenggara hiburan pageiaran music, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hUM II yang diselenggarakan di hatel atau 
tempat lainnya wajib menyetarkan uang jaminan. 

/akalltradisianal ditetapkan sebesar 0% (nal persen); 
h. pameran yang bersifat nan kamersial ditetapkan sebesar 

0% (nol persen); 
i. pameran yang bersifat kamersial ditetapkan sebesar .,,,% 

(..."""".); 
j. diskatik, karaoke, klab rna/am dan sejenisnya ditetapkan 

sebesar ",,% ("" .. persen) dan pembayaran; 
k, 

I 
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Uang jaminan sebagaimana dlmaksud pada ayat (31 adalah uang
 
unluk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhilungkan kembali
 
selelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah likel atau tanda
 
masuk yang te~ual.
 

Besamya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
 
ditetapkan dengan Peraluran Walikota.
 

4 

I.	 Sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokalltradisional, 
dltetapkan sebesar 0% (nol persen) dan harga tanda 
masuk; 

m.	 sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional 
dltetapkan sebesar ....% (...... persen) dan harga tanda 
masuk; 

n.	 sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas intemasionaJ 
ditetapkan sebesar ....% (...... persen) dan harga tanda 
masuk; 

o.	 pennainan bilyar yang menggunakan AC (air conditioner) 
dlkenakan pajak sebesar ....% (...... persen) dan 
pennainan bilyar yang lidak menggunakan AC (air 
conditioner) dikenakan pajak sebesar ....%( persen); 

p.	 pennainan bowling ditetapkan sebesar ....% ( persen) 
dan pembayaran; 

q.	 pacuan kuda yang berkelas lokalltradisionaJ ditetapkan 
sebesar ()OA> (nol persen) dan harga landa masuk; 

r.	 pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional 
ditetapkan sebesar ....% (...... persen) dan harga tanda 
masuk; 

s,	 balapan Kendaraan bennotor ditetapkan sebesar ....% 
(...... persen) dart harga tanda masuk; 

l.pennainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 
....%(...... persen) dan pembayaran; 

u.	 panti pijat, reIIeksi, mandi uaplspa dltetapkan sebesar 
....% (...... persen) dari pembayaran; 

v.	 pusat kebugaran ditetapkan sebesar ....% (...... persen) 
dari pembayaran; 

w.	 pertandingan olahraga yang berkelas lokalltradisional, 
ditetapkan sebesar ()O/. (nol persen) dan harga tanda 
masuk; 

x.	 pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan 
sebesar ....%(...... persen) dan harga tanda masuk; 

y.	 pertandingan olahraga yang berkelas intemasional 
ditetapkan sebesar ....% (...... persen) dan harga tanda 
masuk; 

5
 

r 
\ 
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1 2 3 

(2) 

(3) 

(4) 

4. 

4 

5etiap penyelenggara hiburan pagelaran musik, dan lali 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurut e dan huruf f yang 
diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib 
menyetorkan uang jaminan. 
Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) adalah 
uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan 
diperflitungkan kembali selelah pagelaran berakhir sesuai 
dengan jumlah likel atau tanda masuk yang te~ual. 

Besamya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayal Q) 
ditelapkan dengan Peraturan Walikola. 

5 

Ketentuan Pasal135 dihapus Ketentuan Pasal 135 dihapus 
karena sesual keten1uan 
angka 210 Lampiral II UU 
No. 12 Tahun 2011, liang 
menyalakan bahwa d=llfll 
pendelegasian keWlnargan 
mengatur tidak boleh 
adanya delegasi blangko. 

\ 
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II. RETRIBUSI JASA UMUM 

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempumaan Keterangan 

1 2 3 

S ba~"'Q R9tri~Y8i Jasa b1JRWm rn8Rs1fJaltQR saleR satu 6wFAber 
p9R&japalaR 9iJ9fU~ yeRB pQRtiAg gYRil FRQ"lBiQ)'si fJ91aks8AaaR 
P9msRAtaRaA gaeraR oal_ raAglts Att81aksiiRakan p81ayaR8R 
k8Jiada ~8&yaraltat seRa FR9WujugkiilR k9FR8A.-tiAaA QaeRlRj 

8, Ils~ ...s P&I'lllWI'llR (;;)llllFS~ I'9Il1 IilSRUSF bSIRPWRS ~llllRllF i +S~WR 

~11 t9AtaAg RstAlntsl Ja&8 lJ~um pSAw SiS8&u8ikaA ssRoaR 
peFlt8R0198Ag8A g8R k8aQSSA Gaat inl gggwaj siRgaR KSPWQlS8A 
QW8llIRWF b8IRpwR!I ~llllRllr Qi41 aAlJII,IIoIj(J:l91ij 18RSss111 JWRi 291 ij 
88RiAgga pSRu dilal(ukaA pSR:JOah8Aj 

8 baRms YAtwk ROI9FR9RUhi 888agaiFR8A8 diFRaI<sus PaQ8 RUM a oaR ~ 

ui M , Pll~W llillllllpksR PllralWI'llR QSllF8A IllRlsR!I P81'JIlaASR 8lliIl 
PllralWF8R QallF8A Klllll ilsRuar bSIRPWRS .J81R8F 5 l"a~wR 2911 

a. 

b. 

4 
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 
daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 
pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan 
kemandirian daerah; 

bahwa Peraturan Daerah Kola Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 
2011 tenlang Relrlbusi Jasa Umum penu disesuaikan dengan 
perllembangan perekonomian negara serta unluk melaksanakan 
ketentuan Keputusan Gubemur Lampung Nomor 
G/4131B.11I1HK/2016 Ienlang Pembatalan Alas Beberapa Pasal 
Peraluran daerah Kola Bandar Lampung Nomer 5 Tahun 2011 
lentang Retribusi Jesa Umum, maka perlu dilakukan perubahan; 

5 
Diktum menimbang 
disempumakan dan setiap 
akhir anak kalimat diakhlrl 
tanda baca titik koma. 

1. Diktum Menimbang 

Diklum Mengingat 

I 

klRtiAB Rotfiibwsi JQliQ 'a1mwm, 

d. 61RllaRg YRllaRg NSlRer 1a +a~WR aQ11 ISRlaRg PSR1BSRMaR 
PaF8l~raR PSflJRllaRS wRllaRgaR (blllRBaraR NagsFa RaflwB/ii1 
IR8llRssia +a~wR aQ11 NeIR8r sa, TaR10a~9R bSIROSFlIR 
Nagars [;lsflwolill IR1l8Rllsis NSlRllF 1i2:a1); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nemor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana leiah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015i (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor &9, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

c. 

~. 

~. 

bahwa berdasarllan pertimbangan huru! adan hurul b tersebut di 
atas, perlu menelapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 
lentang Retribusi Jasa Umum; 

-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 lentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

Diktum mengingat: 
- Angka 3 dihapus, UU No. 

12 Tahun 2011 digunakan 
hanya sebagai pedoman 
penyusunan sehingga 
lidak penu dicanlumkan 
dalam konsiderans 
mengingat 

- Angka 4, angka 7 dan 
angka 8 disempurnakan 
dengan menambahkan 
lembaran pengundangan 
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1 2 3 4 5 

. Peraluran Pemerlntah Nomor 69 Tahun 2010 lentana Tata Cara - angka 7 dan 8 
Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Relribusi Daerah disempumakan dengan 
(Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 menambahkan Lembaran 
Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 5161\: Negara dan Berita Negara 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 17. Pemluran Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 - lambahkan 3 (tiga) angka 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 12 Tahun lentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun baru yang mengatur tentang 
2011 tenlang Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan; 2011 lenlang Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan Tala Cara Pemberian dan 

(Lembaran Neaara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Pemanfaatan Pajak Daerah 
dan Relribusl Daerali serta 

I Retribusi Jasa Umum dan 
Perda OPD Kola Bandar 
Lampung 

- dengan adanya 
penambahan dasar hullum, 
maka penulisan angka 
selanjulnya menyesual<an 

I 

8. Peraluran Menleri Dalam Nageri Nomor 80 Tahun :lQ44 lenlang ~. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 lenlang 
Pembenlukan Produk Hukum Daerah. Pembenlukan Produk Hukum Daerah (Berlla Neaara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

Peraturan Daerah Kola Bandar Lampuna Nomor 5 Tahun 2011 
lentang Relribusi Jasa Umum (Lembaran Daemh Kola Bandar 
Lampung Tahun 2011 Nomor 05. Tambahan Lembaran Daerah 
Kola Bandar Lampung Nomor 05); 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 
lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kola 
Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kola Bandar Lampung Tahun 
2016 Nomor ..... Tambahan Lembaran Daerah Kola Bandar 
Lampung Nomor 07); 

\ 
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1 2 3 4 5 

3 Diktum Menelapkan Menelapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR 
LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG 
RETRIBUSI JASA UMUM 

Pasall 
QSBSIll~lI kslsRlliliR dlllllRR PsralwlllR QSSIll~ tlSRRSf i TlI~YR ~g11 

Menelapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERU BAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSr JASA 
UMUM, 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kola Bandar Lampung 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kola Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05), diubah sebagai berlkut 

Diktum Menetapkan, dakhir 
kallmat diberi tanda baca 
titik. 

Pasal1 disempumakan: 
- Penulisan huM diubah 

dengan angka sesuai 
ketentuan UU Nomor 12 
Tahun 2011 

lQRtSR!l RslABwsi J8BS lIRRY'll (LSRRBSIllR Q88fll~ ~lll QSRd8l' 
bSRRPWR8 TslIYR ~11 M9'llSF gil Qi811Blll &SBil8si B8Akwt 

1 I<ISlQR1YlIR Palll 1 ~Il~f II . " I<Isl'lw TSRdli PIIR~y~yll ~slaII 

idsRti18S "ls'lli ~sA~wdwk &SBS8Si Bwkti ~iR YlIA8 ~i18rBitkllR 91s11 
QiAQ& ~isaAB K&'9A"WBukaA QaoFat;l; yaAg ~8Rak.. si G91ufYR 
''lilayah tl8g8fa KQGatuiln ~QpuBlik IRSQAQ&ift. QiQat3wt 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 18, angka 29 dihapus, angka 32 
diubah dan diantara angka 33 dan angka 34 disisipkan 1(satu) angka 
yaitu angka 33.a, sehingga Pasal1 berbunyi sebagai berlkut: 

• Istilah yang dipergunakan 
mengacu pada ketentuan 
yang diatur dalam 
peraturan perumang-

KlteRtYIR Pa&al 1 hURd F ; ClA:lQ8 GitataA ejpil adalalol QatataFi Pasal1 undangan 

eliAtik ~iilsil P8ASatataA WAtiRg P9A&ti"'S hQlsRiraA, P9RtjlF'iRiR Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
BiA p8~9fQiaA bagi yang RultiR 88fi1gami islam; p8AsaitWiR 1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
aRBI" ~p8Rg9&aRaA sAah; ~&A8SR8kalliA 8Aak; 1(9~8tiaRj batas-balas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
fi9A:1~aRaA AiJR8 €taR fj9R:19alolaA sf:atu& kOlFliFtj8A8garaaA g19SSyt. Urusan Pemerlntahan dan kepentlngan masyarakat setempat 
gaA ".'AlIIaR 13...1 1 ~"Rif &1 . uU9RSFil ;9IQlun~wRi1tiii 

a~sls~ DQR§WAQA ~aRHwR9A wAwk 118~8RtiR!l8R wmwm ySAR 

menurut prakarsa sendirl berdasar1lan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Nagara Kesatuan Republik Indonesia. 

olaiRltan oi ata& taAiiiI; ata.. b8RgYR8A yang m8RJpakaR sitw 2. Pemerlntah Daerah adalah Wali kola sebagai unsur 
1t8SatWSA kORstFYkii ~9RgaA banguR8n g9€hlAg yang dipeliwA8ksn penyelenggara Pemerlntahan Daerah yang memimpin 
YAtWIt ksp8RlingaR umwm yang stnd10tYF NGikA)fQ ~afJat b8R31~a pelaksanaan urusan pemerlntahan yang menjadi kewenangan 
~AHltQ Baja yang diiltat slet:! 88magai sil'll~wl ala.. 98FWpa 80Rtwlt daerah otonom. 
tWRagal taMpa &ifR~YI; simana fwAgsi; sossin dan k9RStNitsiAo/8 3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung. 
giS88uaiitan SQbassi saFaRi p8AwAjang Rol9Aampatkan pa~ARkat 4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Wallkola Bandar Lampung. 
wlekoR1WAiI(88i giRapWli dan s918Aglta~Aya ~aJU& dibi88 s8n 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
Baf8YAyi s9sagai beAk". Qisabut disingkat DPRD adalah Iembaga perwakilan rakyat daerah yang 

SshiA88S kS18RlwllR ~lIssl I 8slsR!lIIS~RYli ~8I'W& dills9S ~lIR 

98mwnyi s98agai 89Rkwt 

ber1ledudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerlnlahan 
Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjulnya
Pasal1 disingkat APBD adalah rencana keuangan lahunan Daerah yang

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: ditelapkan dengan Peraturan Daerah. 
lit Daerah adalah Kola Bandar Lampung; 
Ii. Pemerlnlah Daerah adalah Pemerlntah Kota Bandar Lampung;.. Walikota adalah Walikola Bandar Lampung; 
9. Peraturan Wallkota adalah Peraturan Walikola Bandar Lampung; 

7. Retrlbusi Daerah, yang selanjulnya disebut Retrlbusi, adalah 
pungulan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberlan 
izin tertentu yang khusus disediakan danJatau dibelikan oleh 
Pemerlnlah Daerah untuk kepentingan orang prlbadi atau Badan. 

I 

\ 
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e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah OOalah Dewan Perwakilan I 8. Jasa Umum OOalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung; Pemerintah Daerah unluk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

f Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran umum serta dapat dinikmati oleh orang pribOOi atau Ballan. 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung; I 9. Wajib Retrtbusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib 

90 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi OOalah Retribusi adalah orang pribadi atau blllan yang menurut peraturan
Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
iiin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang priba:ti atau bOOan; JasaUmum. 

Il. Jasa Umum OOalah Jasa yang disediakan atau yang dlbertkan I 10. Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya dlsebut Subjek
oleh Pemerintah Daerah untuk tUjuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribOOi atau 

Retribusi OOalah orang pribllli atau bOOan yang menggunakan dan 
atau menlkmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh 

it 

i· 

Il. 

ba:tan; 
Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib I 11 
Retribusi OOalah orang pribadi atau badan yang menurut . 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong Retribusi Jasa Umum; 
Subjek Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Subjek 
Retribusi adalah orang pribOOi atau badan yang menggunakan 
dan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan oleh 
pemertntah daerah: 
BOOan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 12 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang I . 
Iidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
Negara (BUMN), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 1 13 . 

pemerintah daerah. 
Badan OOalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesaluan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang melipuli perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, bOOan usaha milik Negara (BUMN), 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organlsasi soslal polilik atau organisasi lainnya, lembaga 
dan bentuk bOOan lainnya termasuk kontrak Investor kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 
Masa Retribusi OOalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari pemerintah daerah. 
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung. 

kongsi, koperasl, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 14. Rumah Saki! adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya tenmasuk paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 
kontrak investor kolektn dan bentuk usaha telap; dan gawat darurat. 

l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang I 15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memarriaatkan OOalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah; upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan 

"'. 
II> 

Kas Daerah Kas Daerah Kota Bandar Lampung; 
Rumah Sakit Umum OOalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota 
Bandar Lampung; 

Iingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotn dan 
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi- tingginya dlwilayah ke~anya. J -----" 
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Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Sandar I 16.
 
Lampung;
 
Sampah adalah sisa keglatan sehan-han manusia dan atau proses
 17. 
alam yang berbentuk padat; 18. 
Parkir adalah keadaan Iidak bergerak suatu kendaraan yang lidak 19 
bersifat semenlara. . 
Tempat parkir di tepl jalan umum adalah tempat pemberhentian I 20 
kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum diwilayah daerah; . 
Jalan Umum adaJah jalan yang diperuntukkan bagi lalu i1nlas umum; 
Kartu Langganan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir \21. 
lerhadap seluruh lokasl parkir di tepi jalan umum yang ada didaerah 22. 
yang dikeluarkan oleh Pemenntah Daerah; 
Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat 
umum dan teratur serta diberi balas tertenlu yang lerdin atas I 23. 
haiamanlpelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta 
bentuk lainnya yang dikelola oIeh Peme~ntah Daerah dan khusus 
disediakan untuk pedagang; 
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan I 24. 
digerakkan oleh peralalan leknlk berupa motor atau peralatan 
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan berrnotor yang 
bersangkutan, termasuk alal-alat berat adan alat-alal besar yang 
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan Iidak melekat 
secara perrnanen serta kendaraan berrnotor yang dioperasikan di 
air; 
Pengujlan Kendaraan Sermotor adalah serangkaian kegiatan I 25. 
pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan berrnotor 
kereta gandengan, kereta lempelan, dan kendaraan khusus dalam 
rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan lalk jalan; 
Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk I 26. 
memadamkan kebarakaran; 
Tera adalah suatu kegialan menandai dengan tanda tera sah alau I 27. 
dengan tanda tera batal yang berlaku untuk memberikan kelerangan 
tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera balal yang berlaku , 
dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 
alas alat-alat ukur, takar, Iimbang dan perlengkapannya yang belum 
dipakai sesuai persyaralan atau ketentuan yang bertaku; 

4 

Sampah adalah sisa keg/atan seha~-hari manusia dan atau proses
 
a1am yang berbentuk padat
 
Dlhapus.
 
Dihapus.
 
Parkir adalah keadaan Iidak bergerak suatu kendaraan yang lidak
 
bersifat sementara.
 
Tempat parkir di tepi jaJan umum adalah tempat pemberhenlian
 
kendaraan di lokasi tertentu ditepi jalan umum diwilayah daerah.
 
Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 
Kartu Langganan Parkir adalah tanda pelunasan pembayaran parkir
 
terhadap seluruh Iokasi parkir di tepi jalan umum yang ada di daerah
 
yang dikeluarkan oleh Pemerlntah Daerah.
 
Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat
 
umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas
 
halamanlpelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk
 
Iainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan
 
unluk pedagang.
 
Kendaraan Berrnotor adalah semua kendaraan beroda berserta
 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan
 
dlgerakkan oleh peralatan teknlk berupa motor atau peralatan lainnya
 
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu
 
menjadi lenaga gerak kendaraan bermolor yang bersangkutan,
 
lerrnasuk alat-alat berat adan alal-alat besar yang dalam operaslnya
 
menggunakan roda dan motor dan Iidak melekat secara permanen
 
serta kendaraan berrnotor yang dioperasikan diair.
 
Pengujian Kendaraan Berrnotor adalah serangkaian kegiatan pengujian
 
dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan berrnotor kereta
 
gandengan, kerela tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka
 
pemenuhan terhadap persyaratan leknis dan taik jalan;
 
Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk
 
memadamkan kebarakaran;
 
Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau
 
dengan landa lera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan
 
tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang bertaku .
 
dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas
 
alat-alat ukur, lakar, timbang dan pertengkapannya yang belum dipakai
 
sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
 

5
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28. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai ber1l.ala dengan tarda­

i. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai ber1l.ala dengan landa­
tanda lera sah atau tera batal yang beriaku unuk memberikantanda tera sah ataU tera batal yang beriaku unuk memberikan 
kelerangan-keterangan terlulis yang lertanda lera sah atau tera batalketerangan-kelerangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera balal 
yang beriaku, dilakukan oleh penera berdasar1l.an hasil pengujian yangyang berlaku, dilakukan oleh penera berdasar1l.an h~sil pengujian dijalankan ataU alat-alat ukur , takar, Iimbang dan per1engkapannyayang dijalankan atau alal·alat ukur , takar, tlmbang dan 
yang telah ditera.perlengkapannya yang lelah ditera; 

29. Dihapus.
QQ. '19R8F9 TglakemwRiket5i asalah 88RgWAiR baAgwR8A wAtwlt 

30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD,
k8~oRuRsaR YRUlfft yang ~h'jRkaA €Ii ata& taAa~i iRa..DaRgWfil8A )'iilA9 

adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah
~9Rz1flakaA sat.. k9&aNQA IrcQA6tFYIlii seRgiR i8AgwAaA g€l~WA8 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan denganyQRB gipS"UAakaA ",At.,k kap9AtiAgaA WJAym yaRi GtfUkNr ~61luwa 
cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh

lIa~al ~aFWpa laRska biilja yaRS lliikill alaR ~alllasai silR~wl ataw Kepala Daenah.99Fla1JJiI 9iAty)" !WAsgal .aRtis simpyl, fiimaA8 NA88i; o9saiA gaR 
31. Surat Kelelapan Retribsi Daerah yang selanjulnya disingkal SKRDli8AswimiRya giS98waiitan s988aai SaRlA8 pOAYRjaRS Ffil8REI~patkaA 

adalah Surat Ketetapan relTibusi Daerah yang menentukan besamyap913lgltat tglgkg~"Rika&ij 
jumlah pokok Retribusi yang leMang. ,Ilil. Surat Setoran RelTibusi Daerah yang selanjutnya disingkal SSRD, 

32. Surat Keletapan RelTibusi Daerah Lebih Sayar yang selaOlutnyaadalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah 
disingkat SKRDLB adalah Surat Keletapan Retribusi yang menenlukandilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredil relribusidengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang 
Iebih besar daripada retribusi yang tertutang atau seharusnya tldakditunjuk oleh Kepala Daerah; terutano.Surat Ketetapan Retribsl Daerah yang selanjutnya dislngkat SKRDG90 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRDadalah Surat Ketetapan retribusi Daerah yang menentukan besamya 
adalah Sural unluk rnelakukan tagihan retribusi dan atau sanksijumlah pokok Relribusi yang teMang; . adinistratif berupa bunga dan atau denda.I QQ. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanJutnya 

33.a Perangkat Daenah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewandisingkat SKRDLB adalah Sural Ketetapan Retribusi ¥an~ !Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusanmenentukan jumlah kredlt retribusi lebih besar dari pada retnbusl 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

yang tertutang atau seharusnya tidak lerutang: . , 34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pen~him'punan I
Q9, Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanJulnya dlslngkat STRD 

data obkjek dan subjek retribsui, penentuan besamya retribusl yangadalah Sural untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi lerutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusiadinistratif berupa bunga dan ataU denda; 
serta pengawasan penyetoran.#, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 35. Perneriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolahpenghimpunan data obkjek dan subjek relTibsui,. penentuan ~esarnya 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan.retribusi yang lerutang sampai kegiatan penaglhan retribusl kepada 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan utuk men~uJIwajib retribusi serta pengawasan penyetoran; 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan atau unluk tUJun

!19. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegialan menghimpun dan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­mengolah data, keterangan, danlalau bukli yang dilaksanakan 
undangan retribusi daerah. secara objekm dan profesional berdasar1l.an suatu standar 

36. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalahpemeriksaan utuk menguji kepaluhan pemenuhan kewajiban 
Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari .sertaretribusi daerah dan atau unluk lujun lain dalam rangka 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti ilu membuat lerang tlndakmelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 
pidana dibidang Relribusi Daerah yang te~adi serta menenlukan

daerah; 
, I tersangkanya. , 

I 
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~enyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah 
Serangkaian tindakan yang dllakukan oleh Peny~ik untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana dibidang Relribusi Daerah yang te~adi serta 
menentukan tersangkanya. 

:! Ke19AlwaR Palll :l IlIlAif G • " RilRbwsi PSRsgaRliSA iliil¥a Gsla/I 2. Ketentuan Pasal 2hUMc dan huruf I dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi Ketentuan Pasal 2 
KaFlw TaRila PSR&W&W/I ilaR A,l\1a GatalaR Sillii" IJisallWl sebagai berikut disempumakan : 
staR hURIf i i ~ R9tA~YGi P8Ail9~flaliaR U8AaFa lel9k9mYAihasiP - sesua/ ketentuan 
IJiaallWl SSIl/RggS kslIlRlIiaR Paeal :!&slsRgllallRyall8RJs il/basa aaR Pasal2 Pasal 110 ayat (1) 
IlslIlwRyi 8sIlasai IlsRIIlIl' Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah Ini adalah: UU No. 28 Tahun 2009, 

Pasal2 a. Retribusl Pelayanan Kesehatan; Pasal 79A UU No. 23 
Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah iniadalah: b. Retribusi Pelayanan PersampahanlKeberasihan; Tahun 2006 
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan c. Dihapus sebagaimana lelah 
b. Retribusi Pelayanan PersampahanlKeberasihan d. Retrtbusi Pelayanan Pemakarnan dan Pengabuan Mayat diubah dengan UU No. 

c. Retribusl Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat e, Retribusl Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 24 Tahun 2013 
- Pengaturan te~tangd. Retribusi Pelayanan Parldrdi Tepi Jalan Umum f. Retribusi Pelayanan Pasar; RelJibusi Pengendalian

e. Retribusi Pelayanan Pasar g. Retribusi Pengujian Kendaraan Benmotor; Menara 
f. Relribusi Pengujian Kendaraan Benmotor h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Telekomunikasi telah 
g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran i. Relribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; diatur dalam Peraturan 
h. Retribusi Penyedlaan danlatau Penyedotan Kakus j. Retribusl Pengolahan Limbah Cair, Daerah tersendii 
i. Retribusi Pengolahan Umbah Cair k. Retribusi Pelayanan TeralTera Ulang; dan 
j. Retribusi Pelayanan TeralTera Ulang dan; I. Dlhapus 

3. K8&8Alw8A I2lsll 14 j ~ Q8AgiA Mama R8tR~wsi PergsAtiaA iiaya 3. Ketentuan BAB VI Dihapus Ketentuan angka 3 
Calak KaFtw laRS8 PeAdY9Wk daR Ctltta GatataA Elfiil di~WAfJlJt diubah. karena Pasal 14 
RelJlBwei Se&iiai Pemba'jsmA atas PalaysRsA 129mbwatsR I<ar:tw sampat dengan Pasal 18 
*aR~a PQAUW&I:II( gaR Akta 8tHataA Sif3i1 yang &iS919AIgamliaR slah merupakan Pasal-Pasal 

R9~9RRlaR Qa9Ji1~" Qi&a~ul 
daJam BABVI 

PIIII 15 aylll III ; "Qlljsli Rstrillwsi P8fgeAtiaR iliaya Gslek 1~8Itw 
- Pengurusan dan 

penerbitan Dokumen
TeRBa PSAawilwk BaR Al\1e GalalaR "ipil eaele~ IlSlayaAaR . 

Kepe~dudukan tidak 
a KaRW TaROS P8R&14swkj dlpungut biaya
D, KeFlw KelllfQAgeR ils~8mllal TiRBselj sesuai ke1llnllJan UU 
Q. KeFlw IBSRtileli Ks~ei No. 23 Tahun 2006 
~t KafiW RQRSudwk SQfRaRteFaj tentang Administrasi 
Qo l<iutw IgaRtH pgRg..~wk .'W8i~aAi Kependudukan 
f: Keltw Kelwallla llSAi sebagaimana lEIah 
g, .ol(la GelaleR iifiil yaRS Rl9liJJuti alila pgrltQwiAiA; eklil diubah dengan UU 

1l8RlSl'iiaR, ekla IlSRS8SaliSA liaR pSRsaliwaR aRak. all1ll seRti NO.24 Tahun 2013, 
, " .~. ,.,. .. 

.
 
I 
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Pelal1i~'" (.3): "Qil,88walikaR daFi 9~j8k FetR8w6i a~ahl~ PSFR8Walafl Kam. 
TaA~a PSRdY8yk &stie!w5fI "'8Ia~aYi ~atas ao ~8a pwIY~) ~aFi esFi w~a 

'!Jaji~ Kn TElf'Ela PSAdwlil't atiY ha'-is FRaSe ~8~ahYAY9 KaRu laRsa 
P8A~ydYkl KaFW +9R~a PSR8wllYk g8YfA~F Ili8Y~ SaR Akta K8Ia~iFaA Basi 
wargs PjegsFa Ifl8sR8&ia Qi9a~Yt. 

PI.1111 : " &Y8j9lt Felfilil:l6i PeFi9RtisA "jaya salak K_laRds PSRiwElwl( 
daR .'\kia GatataR Sipil adalah 9Fi1AB pRBadi )Ji!Ag ~8Ag8YAakaA J IMAikfRai 
pela'j'8R8R 6Btalt KaRu +aRtla PSA8wBWit 119R Ak1a QatataR gi~~ yaA8 
dielsABBaRtaA slsh PSAISRAkiA Qaer;ah" Qi6a"wt 
Pleel 17 : .. "MAgket ,.ARgYRaaR jass Biaya 88tak KaFtw laAda PeAlINg"l, 
diylwF liersa&BfI(SA jeRe pelayaAiiA €iSR ~F8Iw8J16i \°lal...., Qk;a8wt 
dlA Pllali1 : .. StnddYr ElaA 996aFRya taRt Fe1RIiYei peFgtaAUaA liaya setak 
Ka~ _ula PeAl1hnlwk daR AMa GatataA Sipil s8liagaifR8AB teF98AWM dalaFA 
ba",iFaA Ptl yaRD ~SAlpakaR i:JagisA 1idak teFf3i6~kaA daFi PeF;RuFaA QaeFaR 
iAi, gigasy! 

4. KIt.8RtvlA PII.' &9 : " QeRgsR R8MS RHFii:JYsi fJ8RgBA&lisR FAiRarQ 4. Ketentuan BAS 'INdihapus Ketentuan angka 4 
teleI1SRlI:IAil,a&i liIif,lYRgYt FeIFi~Y6i SSS9§lsi peMi:JS)'QfaR atas ~eRye~iiiJR diubah, karena Pasal 59 
peiayaR8A jasa f)sAgsAdali8R FR8A8Fa teleltsFRYAiI,86i YSAg '&8IsAggFaI~A sampai dengaA Pasal 63 
81e~8 PeFRBRRta~ QaeFah"r Qi9~Y! merupakan Pasal-Pasal 
P•••I 50 i "ei:Jjelt RetAliuei PeAgsAialisA fflSAa;8 tslelte~I:IAika6i adalah dalam BAB 'IN dan 
PBMiMlaataR ryanl wRtuh 1f18AaFa telsl1eFf'YAilul&i deRpA FR8Ff1pB~atikaA Pengaturan tentang 
ssps, tata NaAD liS8MaR8A ElaA ItepsAtiAgaA YFRYFR, Qisaswt Retribusi Pengendalian 
Pe,.1 5~ : "sYkjek _i:Jwsi pBAgBAEIaiisA FRBA8Fa tslel,BFRYAikssi adsla~ Menara Telelmmunikasi 
8raAi pFi8adi ... saliaA yaAB FRBA8iYAakaA saA atau Al8RiiaMali pslayaRa telah diatur dalam 
jasa ~eAgBAdaiiaR RtSAaF8 telel,9ff1YRil,ssi yaAB dis818AggaraltaR elsh Peraturan Daerah 
PefMBRMaA QSSFaA", QieBsut tersendiri 
PIIII &3 : • tiAgl(at pBAglYAaaA jasa pSAgeAdalisA MBAara telsl(Elr-llYAiitasi 
Eli",kYr lJerEiaeaFkaA jeRis fR8Rara, 19R8Si 'JJilaya~, tiABkat !teRHAaR, \teh'HRS 
Iwas ~aA tiRggi MSRari seRa ft:ekeYeAei wakt4t QiealJl:t... 
~aA PIIII n ~ (1) &lJ:usklur ~aA besBA1ya faA" Felribwsi ~eAgeAilBsliaR I 
FReAR telsl(9A1YAikasi disteta~klaR esbosar 151" Ed"a ~Sf&9R} daFi Ailai jYsl 
slijelt pajak yaAS ElipeFtYRalE8R ssbalai saear peFRiiJAlaA pajak ~YFMi daR 
1J8ABYR8A FR8RaFa tBlek8fRWAikaei yaA8 1J9EiafRya FetFilJYIt dikaitkaA deRgaR 
ff'SkWSRSi peRgaw8eaR daR P8R88A~aliaA fReRW8 telelt9fRYRI\Ssi teF6e~l:It 

1J8Fsa&a'*an iAdek& 28Aa \'·ilayiB1. QisalJut 
!iiI'alli ..,.• t~) : peMllagiaA i!8Rasi wilayah ditetafJltaA ~BrElasaFhaA lolteFie 
ataw '.vilayah IE8SaFRataA. Qi8a~YI: 

PII. sa sy_ ~2) : IHeria s8~alaiFRaRa paEle ayat ~) ff1e1ipu1i k8pa~ataA 

fjeA&wdYk, keFa~ataR S8AIYAaA, jWFAlaJl sarana daR pFSSaFaAa p8fAeriRtah / 
P9F88P88A !jasa Elan Ietali &tFa\88ia wilayCiR. Qiealurt 

L 
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I 

-

I 

-

5. 

6. 

Kelenluan Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai 
berikul: 

Pasal84 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, unluk pelaksanaannya 
menunjuk: 
a. Dinas ......untuk melaksanakan pemungutan relribusi. .... 
b. Dan selerusnya 
Ketentuan Pasal 85 dihapus 

Pasal 84 diubah, dengan dilelapkannya Perda No.7 Tahun 2016 
lenlang Pembsmukan dan Susunan Perangkal Daerah Kola I 
Bandar Lampung, maka nomenklalur perangkal daerah yang 
melakukan pemungutan pajak dan relribusi daerah disesuaikan 
dengan nomenklalur perangkal daerah yang lelah diletapkan 

Kelentuan Pasal 85 dihapus 
karena sesuai kelenluan angka 210 Lampiran II UU No. 12 Tahun 
2011, dinyalakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan 
mengalur tidak boleh adanya delegasi blangko. 

. 7. Ketentuan Lampiran IV dihapus Ketenluan Lampiran IV dihapus karena 
- Pengurusan dan penerbilan Dokumen Kependudukan lidak 

dipungut biaya sesuai ketentuan UU No, 23 Tahun 2006 
lenlang Adminislrasi Kependudukan sebagaimana lelah diubah 
dengan UUNo. 24 Tahun 2013. 

I 
'-­
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III. RETRIBUSI PENGENDAlIAN MENARA TEI.EKOMUNIKASI 

No 
Materi 

Raperda 

1 2 

1. Konsiderans 
Menimbang 

2. Konsiderans 
Mengingat 

Rumusan Raperda 

3 

Qa8FQ~ M8FYfJakaA 6ala~ 8_ 8YR'1~er P8Aiila,ataA 
yaAg fJ9RtiRg gYRS M81'1t:Jiayai ~BlalifjaRa9A PelMeFiAta~aR 

RsV;iBwei Qa9FaR lCilal\6aA~BA ~8F~a6af'haA PRR6ip 
~aA KeadilaR, PSFaA seRa MssY8F8ltlH; dan	 

Rumusan Penyempurnaan 

4 

a.	 ~ahwa ReiUlwei a.	 bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 
dasFat;\ daerah yang dipergunakan untuk rnembiayai pelaksanaan 
QaeFM; pernertnlahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan, dalam 

I.	 eah'xil ke~ijakaR rangka pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian 
QeFRSliRilS, PSFAsFalaaA daerah; 
akwAtatJilita& 5ilSAgSA 1M8fRBF~alikaA fJateA&i ga9r:a~	 I b. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

8. Nomor 461PUU·X11/2014 tanggaJ 26 Mei 2015 yang menyatakan 
bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 124 UU Nomor 28 Tahun 2009 
lenlang PDRD dinyatakan tarif rebibusi diletapkoo paling tinggi 2% 
dari NJOP PBB menara telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan 

~. 

8a~f....a IIsAgSR adiAya putw&an Ma~kaFAah K8RHht&i AspY81k
 

c.
 

IA~8R8eia .18Msr 4&R2YlcI XII,QQ14 la~YA iiQ~ 4 peAY dilakwkaA
 
peRys6waiaA It9FNlaii p8RU.RI'ltaA FBIfi~Y&i fJ8ABBAdaiisA MeHara
 
\8'el19A=1YAikasi;
 
Bah"fa ~8FElas9lkaR peFtiFRhsAgBA 8BhQftsiFA8AS tliAUNwEi ~alaFAhYFYf
 

a, ~YFYf h ~QA ~WYfii peRY diteta~'«IR Per.atYrsR QaRA Keta QSAdar
 
bafMpWR8 tSAtaAi RetJihwsi PeAgsAs8liaA MeAR leleli8FRYAikasi;
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan
 
Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 NomOI'
 
244, Tarnbahan Lembaran Nagara Republik Indonesia NomOI' 5587)
 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 
PeraiAFaA geRaSFR9 MeAleR QalaAl ~18geri ~JefM9r 18 tat:tWA ~ggO,
 

4.
 

M9JMri KeFRWANSi ElaR IAfeFFR8Si ~leMeF 19lPeriiwraA ~4eAleAIAt
 

K8FRiRfe' g3~9g9 daR Kepala QKP~I ~18FMF QaJPsl2QGG teAtaFig
 
Pe~ef'laA PSR'l&aAiYASA BaA PSA96wA8SR QSFs8MaTelek8FAYRilulsi;
 
KefJ~hl&aR MeAteri QalQFR ~JeBBFi N9FRef 174 +a~YA 1Qg7 tSAtaR@
 

hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, per1u
 
dilakukan penyesuaian kembali pemungutan retribusi pengendalian
 
menara telekomunikasi;
 
bahwa untuk mernenuhi sebagaimana dimaksud pada hUruf a dan
 
huruf b tersebut di alas, perlu diletapkan Peraturan Daerah tenlang
 
Rebibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} 
sebagaimana telah diubah beberaoa kali terakhir dengan Undang· 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 lantang Perubahan Kedua Alas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinlahan 

8. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 
~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 lantang Tala Cara 
Pemberian dan Pemantaalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9. 
ILembaran Neaara Reoublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119PeflSMaA +ata bara PSFflWA6wSA di8iisRg RetRwsi QaeFa~; I 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 51611:10.	 KSpYbJ&SA ~'al:tkaFAa~ KBAstYtYsi Re,whlik IRBsRBsia ~JSMef 

4i1PYlJ XIII3Q14 taAggal17 ~J9'o'9FA~8f ~g14: 8.	 Peraturan Bersama Menteri Dalarn Negeri. Menteri Pekeriaan Umum, 
Menteri Komunikasi dan Infonnalika dan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07IPRT1M/2009, 
Nomor 19IPeraturan MenlerilM Kominlol 0312009 dan NomOI'I 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 
Bersama Telekomunikasi; 

Keterangan 

5 

Diklum menimbang disempurnakan dan setiap 
akhir anak kalimat diakhiri landa baca titik 
koma. 

Diktum Mengingat 
- Angka 4 dan Angka 8 diseJT1lurnakan 
- tambahkan 1 (tiga) angka baru yang 

mengatur tentang Tala Cara Pemberian dan 
Pemanlaalan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah 

- dengan adanya penarnbahan angka pada 
dasar hukum, penulisan angka selanjutnya 
rnenyesuaikan 

- Angka 9 dihapus karena keputusan tersebut . 
sudah dicabut dengan PP NO.69 Tahun 2010 

- Angka 10 dihapus kerena tidak tennasuk 
dalarn hirarki per-uu-an 

- Angka 11 disempumakan dengan 
menambahkan lembaran daerah dan 
lambahan lembaran daerah Kola B.Lampung 

- Angka 12 dihapus, karena Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur 
lersendiri 

- Angka 13 tambahkan Perda tentang OPD 
yang Ielah dilelaPkan 
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11. Peraturan Daerah Kola Bandar Lampung Nomor 11 lahun 2007 9. • -
tenlang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 10. -
lelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012; 11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 

12. P9,""WFiR Q1I9~ KlItli 1il1lR~ar lliRlpWRg N91R9F fi +ilRWR :m1 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
tSR.SRi R8tJi~lJ8i Jasa Ielmwm (bo~~afQA QQ9f'QR Keta QSR8ar Daerah Kola Bandar Lampung Tahun 2007 Nomor....Tambahan 
lillRpWRg +ilRWR :lQ 11 N91R9F Qil, Lembaran Oaerah Kola Bandar Lampung Nomor...) 

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 
2012 Nomor....Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar 
Lampung Nomor...); 

12. -
13. Peraturan Daerah Kola Bandar Lampuno Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Bandar Lampung (LembalCll Oaerah Kola Bandar Lampung 
Tahun 2016 Nomor ..... Tambahan Lembaran Daerah Kola 
Bandar Lampuno Nomor 07); 

3 Diktum Menetapkan 

4 Ketentuan Umum 

I 

I 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRlBUSI Menetapkan : PERATlJRAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI Diktum menetapkan pada akhir 
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, kalimat diakhiri tanda baca titik 

BABI BABI Ketentuan Umum. Pasal 1 
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM a. Penulisan huruf diubah 

Pasal1 Pasal1 dengan angka sesuai 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: kelentuan UU Nomor 12 
s. Kate assist:! Kate 8sRsar billiPWAS; 1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah Tahun 2011 

etu'-at K9tetafJaR R81R"iIl~6i QaSFaA b8bi~ ga)'Qf ViAll sslaRjYlRya sisiAgI,at 
adalah kesatuan masyarakal hukum yang b. Penulisan fTase "Dalam .... 

m. mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang disejajar1<an dengan fTase 
8KRQbli asslat:\ Syr;at Ke_aA RetRbYEii yaRB FM9R9Fl1wkaA jY~~ kfesit mengatur dan mengurus Urusan Pemenntahan dan ·Peraturan.... pada Diktum 
RalAsysi 191)i~ eaGar daFi pade FEltRhwsi yeAS teFNtaA§ atay 68~aFY6R¥a ~dah kepentingan masyarakat setempal menumt Menetapkan 
teIYIaAll; prakarsa sendin berdasar1<an aspirasi masya-akat c. Angka 1 diubah disesuaikan 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. dengan ketentuan Pasal 1 
13. Sural Keletapan Retribusi Daerah Lebih Baya" yang angka 12 UU No, 23 Tahun 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Sural 2014 
Keletapan Retribusi yang menentukan jumlah d. Angka 13 disempLlnakan 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredil e. Tambahkan satu angka yaltu 
retribusi lebih besa- darioada rebibusi yang tertutang angka 18 yang memual 
atau seharusnya tidak terutang, pengertian perangkat daerah 

18. Perangkal Daerah adalah oerangka( daerah yang f. Diakhir kalimat diberi tanda 
Hngkup dan lugas serta tanagung jawabnya dibidang baca titik, bukan 1i1ik kama 
lelekomunikasi dan inlomnatika. 
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5 Nama. Objek dan BAB \I BAS 1/ Pasal 2 disempumakan sesuai 

SUbjek retribusi NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI ketentuan UU No. 28 Tahun 
Pasal2 Pasal2 2009 

(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
dipungut relribusi alaS fl8Is¥9R8A JSS9 p8Rg8Aosli9A mIlASF8 dipungut retribusi alas pemanfaalan ruang untuk menara 
1818kslRWRill9Si yilAg OiS8IsAgg9F8kSA IlISR flSAlSRAIlIR 098F8R, telekomunikasi. 

(2) Objek RelJibusi flllAg8Aosli9A menara telekomunikasi liIIsI9R gRglial (2) Objek Relribusi adalah pemanfaalan mang untuk menara 
~gRgl"AaaR jiilliQ YiilAS aijaSil(iiA "aGar alekasi BebaR lJilaya yaAI lelekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, 
oipikwi PSIRSIiAtilR 09QF8R. keamanan dan kepentingan umum.. 

(3) Subjek relribusi fleAg8RoalisA IRQAR 18ISk8lRwRillssi adalah orang (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan ~ 

prlbadi atau badan fl8IRiliil IRQR8FS tsIsI18IRWAilI8Gi \'ilAg menggunakan/menikmati oelayanan oengendalian menara 
m9RsapatkiR fiQ1ii)'iR8R jaGs gaR ~9JR9RRtQR SaQFilA telekomunlkasi yang diberikan. 

6 Cara Mengukur BAB III BAB III Pasal 3 disempumakan sesuaJ 
Tingkat Penggunaan CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA CARA MENGUKUR T1NGKAT PENGGUNAAN JASA dengan pulusan Mahkamah 
Jasa Pasal 3 Pasal 3 Konslitusi No. 46/PUU· 

I (1) TiRgkal pSAggWA99A jiilll9 oiwkwr ~sl'll9sslk9R fRlllwSRSi ksgialaA 
flSAglll'191l9A IRSA9N1 18lsl18lRWAillilSi, ksgialilR p8Ag8R091i9A mSR8F9 

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan 
dalam rangka pengawasan dan pengendaJian menara 

Xl112014 Tahun 2015 

1818kslRWAikiillli, iSAgsi fl8A8IRPalaA 1R8RgrS lel8k8IRWRik8Gi OSR JSAis telekomunlkasi selama 1(saM tahun. 
1R8RSF818leIISIRWAikssL (2) Frekuensi kegialan pengawasan menara telekomunikasi 

(2) Frekuensi kegialan pengawasan menara telekomunikasi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa jumlah 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang d~etapkan sebanyak 2 (dua) 
kunjungan ke lokasi menara yang d~etapkan sebanyak lRiAimsl' kall dalam 1(satu) tahun. 
~ kali dalam 1(satu) tahun. II (3) Kegiatan pengendalian menara telekomunikasl sebagaimana 

(3) Kegiatan pengendalian rnenara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah berupa kegiatan 
dimaksud peda ayat 1 (satu) adalah berupa kegiatan operasional operasional Sistem Informasi Pengendalian Menara 
Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi Telekomunikasi (SIDAlMENTEl) selama 1(satu) tahun. 
(SIDAlMENTEl) selama 1(satu) tahun. (4) Indeks variabel zonasi penempalan menara telekomunikasl 

(4) ~A8Gi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa indeks 
pada ayat (1) adalah berupa indeks variabel zonasl penempatan variabei zonasi penempatan menara telekomunikasi yang 
menara telekomunikasi yang d~etapkan sebagai berikut: ditetapkan sebagai berikut: 
a.Zona padat indeks 1.1 a.Zona padat indeks 1,1 
b.Zona sedang indeks 0,9 b.Zona sedang indeks 0,9 

(5) .leAis-menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (5) Indeks variabel jenis menara telekomunikasi sebagaimana 
adalah berupa indeks variabel jenis menara telekomunikasi dimaksud pada ayat (1) adalah berupa indeks variabel jenis 
ditetapkan sebagai berikut: rnenara telekomunikasi yang d~etapkan sebagai berikut: 
a.Menara Teregang (Guyed Mast) indeks 0,8 a. Menara Teregang (Guyed Mast) indeks 0,8 
b.Menara Tunggal (PolelRangka) indeks 0,9 b. Menara Tunggal (PolelRangka) indeks 0,9 

L I 

c. Menara Mikrosel (MCP) 
d.Menara Rangka Mandirl (SST) 

indeks 1,1 
indeks 1,2 I 

c.Menara Mikrosel (MCP) 
d. Menara Rangka Mandiri (SST) 

indeks 1,1 
indeks 1,2 [ I 

( 
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BABIV 
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN 

TARIF RETRIBUSI 
Pasal4 

BABIV 
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN 

TARIF RETRIBUSI 
Pasal4 

Pasal 4 disem plJ1lakan, 
sesuaikan Putusan MK Nomer 
46IPUU-XII/2014Tahun 2015 

(1) 

(2) 

Prinslp dan sasaran 9lIIi-penelapan talit retribusi diletapkan unluk 
menulup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan 
pengendalian menara lelekomunlkasl. 
Biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasional yang OOrkaitan langsung dengan kegialan pengawasan 
dan pengendalian menara lelekomunikasi. 

(1) 

(2) 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tam relribusi ditelapkan 
unluk menutup sehagian blaya penyediaan jasa pengawasan dan 
pengendalian menara lelekomunikasl. 
Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud paia ayat (1) 
meliputi OOlanja langsurn terka~ keoialan pengawasan dan 
penaendalian menara lelekomunikasi OOruoa OOlanja pelialanan 
dinas dan OOlanja barana pakai habis. 

7 Slruklur 
Besamya 
Rellibusi 

dan 
Talit 

(1) 

BABV 
STRUKTUR DAN BESARAN-TARIF RETRIBUSI 

PasalS 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diletapkan dengan 
tormulasi sebaaai OOrikul: 

(1) 

BABV 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

PasalS 
Retlibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi d~etapkan 

denaan tormulasi sebaaai berikut: 

Pasal 5 disempumakan sesuai 
kelentuan putasen Mahkamah 
Konstitusi No. 461PUU­
XI1I2014 Tahun 2015 

I (2) 

(3) 

I RPMT =Tingkat Penggunaan Jasa x TaritRetribusi I 
Tingkat penggunaan [asa merupakan jumlah hasH perkalian indaks (2) 
vanaOOI zonasi ~8A81'1l~1II11R 1'Il8AlIflII81s118AlWRillillli dengan lndeks 
vanaOOI jenis menara tlll81181'1lWAilliiSI. (3) 
Tam Retrlbusi d~etapkan sebesar R~, ali ggQ, per menara per 
tahun, dengan pert1itungan sebagaimana tercanlum dalam lampiran 
yang merupakan bagian lidak lerplsahkan dari Peraturan Daerah 
inl. 

I RPMT =Tingkat Penggunaan Jasa x Tarit Retribusi I 
Tingkal penggunaan jasa merupakan jumlah hasil perkallan 
indeks variabel zonasi dengan indeks variaOOI janis menara. 
Tam Relribusi diletapkan sebesar Rp. 1.326.000.­ per menara 
per lahun, dengan perhltungan sebagaimana tercanum dalarn 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraluran Daerah ini. 

8 Perubahan 
Retlibusi 

Talit BABVI 
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 

BABVI 
PERUBAHAN TARIF RETRlBU51 

I Pasal 6disempumakan 

Pasal6 Pasal6 

(1 ) 
(2) 

(3) 

Talit retlibusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekall. 
Peninjauan tarit relribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian. 
Penetapan perubahan tarit retribusi sebagaimana dimaksudpada 
ayal (2) diletapkan dengan Peraturan Walikota. 

(1) 

(2) 

(3) 

Tarlf retrlbusi sebaoaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat 13 
dilinjau kembali paling lama 3 (1Iga) tahun sekali. 
Peninjauan tarit retribusi sebagaimana dimaksud psda ayat (1) 
dilakukan dengan memperhalikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian. 
Penetapan perubahan tarit relribusi sebagaimana dimaksudpada 
ayat (2) ditelapkan dengan Peraturan Walikota. 
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Pemanfaatan Pasal9 

(1) Hasil pemungulan retribusi merupakan pendapalan daerah dan 
sepenuhnya disetorkan ke kas daerah, 

~ Hi&il ~8R8A",aan j;!9IABWsi 1Il8~~ak8R ~gRlIa~alaR asli lla8ra~ yaRS 
lIiaRssaraR lIalalll aRssaraR P8RlIa~alan dan Q81aRja Qi&Rl~ 

Pasal9 Pasai 9 disempumakan 

1} Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah dan 
sepenuhnya disetorkan ke kas daerah. 

2) Pemanlaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai 
kegialan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan 

dengan merubah ayat (2) dan 
menambahkan ayat (3) baru 
sesuai ketentuan Pasal 161 
ayat UU No, 28 Tahun 2009 

pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. 
3) Ketentuan mengenai alokasi pemanlaalan penerimaan retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dutetapkan dengan Peraturan 
Walikota. 

Keberatan Wajib 
Retribusi dalam 
Pemungutan 

Pasal10 Pasal10 

(1) 

(2) 

(3) 

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada [(1) 
Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain 
yang dlpersamakan. 
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 1~(2) 
disertai alasan-alasanyang jelas, 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (sillY) ,3) 

Wa]ib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kePada 
WaJikota atau pejabal yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan dsertal alasan-alasanyang jelas, 
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama ~ 

Pasal 10 disempumakan 
dengan merubah jangka waktu 
keberatan pada ayat (3) 
sesuai ketentuan Pasal 162 
ayat (3) UU No. 28 Tahun 
2009 

Insentif Pemungutan 

IlwloIIl sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan di luar kekuasaannya, 

(4)	 Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana diamksud pada ayat K4) 
(3) adalah suatu keadaan yang te~adi diluar kehendak atau 
kekuasaan wajib retribusi. 

(5)	 Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi K5) 
dan pelaksanaan penagihan retribusi, 

Pasal13 

(1)	 Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi 1(1) 
insentif atas dasar pencapaian kine~a tertentu, 

(2)	 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [(2) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

(3)	 Tata cara pembelian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 1(3) 
dimaksud pada ayat (1) dis8swailt8R 1I8R!l8R ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

(liaa) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib 
retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan dlluar kekuasaannya. 
Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana diarnksud pada ayat 
(3) adalah suatu keadaan yang te~adi diluar kehendak alau
 
kekuasaan wajib retribusi.
 
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajlban membayar
 
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
 

Pasal 13 

Instansi yang melaksanakan pemungulan retribusi dapat dibeli
 
insentif atas dasar pencapalan kine~a tertentu.
 
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah.
 
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani
 
peraturan perundang-undangan.
 

Pasal 13 dlsempumakan 

I I	 I 
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Pengurangan, 
Keringanan, 
Penundaan 
dan Pembebasan 
Retribusi 

I Pemeriksaan 
Retribusi 

3 4 

BABX 
PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
Pasal17 

WaRkola atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 
pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi. 
Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan 
pembebasan retlibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dengan memperhatikan kemampuan waJib retribusi berdasaJ1(an 
peraturan perundang-undangan yang beriaku. 

(3) Pemberian pengurangan, kelinganan, penundaan dan 
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam 
dan/atau kerusakan danlatau masyarakat yang tidak mampu, 
berdasar1lan peraturan perunang-undangan yang beriaku. 

(4) Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan 
pembebasan retribusi diatur dengan Peraluran Walikota. 

Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan dan 
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dengan memperhatlkan kemampuan waJib retribusi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang beriaku; 
Pembelian pengurangan, kelinganan, penundaan dan 
pembebasan retribusl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau 
kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan 
peraturan perunang-undangan yang bertaku; 
Tata cara pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan 
retribusi diatur dilllll'R Peraturan Walikota. 

BABX 
PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
Pasal17 

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan I(1) 
pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi 
Ill~lldilll aalll'Jll~ll~ ill8lllillllillli I (2) 

(4) 

(1 ) 

(3) 

(2) 

BABXII 
PEMERIKSAAN RETRIBUSI 

Pasal20 

BAB XII 
PEMERIKSAAN RETRIBUSI 

Pasal20 

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengujl 
kepatuhan pemenuhan kewajlban retribusi dalam rangka 
melaksanakan peraluran perundang-undangan retribusl. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 
a. Mempertlhatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan 

dokumen yang menJadi dasamya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek retrtbusi yang terutang; 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
yang dianggap pertu dan memberikan bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; danlatau 

c. Memberikan keterangan yang dlperiukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusl 

diatur dengan Peraturan Walikota. 

(1) Walikota berwenang metakukan pemeliksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka 
melaksanakan peraturan perundang-undangan retlibusi. 

(2) Wajib Retribusi yang dipeliksa wajib: 
a. memperilhatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan 

dokumen yang menjadl dasamya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; 

b. membelikan kesempatan untuk memasuki tampat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan membelikan bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperiukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi 

diatur dengan Peraturan Walikota. 

5 

Pasal 17 dlsempumakan dan 
setiap akhir kalimat dlakhlri 
tanda baca titik 

Pasal 20 disempumakan 

( ( 
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Penyidikan 
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BABXIII 
PENYIDIKAN
 

Pasal21
 
(1)	 Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu diLingkungan Pemenntah Kota 

dlben wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan 
penyidlkan tindak pidana dibidang retnbusi daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Vndang Hukum Acara Pidana. 

(2)	 Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negen sipil Iertentu di1ingkungan Pemenntah Kota yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

(3)	 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a.	 Menenma, mencart, mengumpulkan dan menelitl keterangan atau 
laparan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retrtbusi 
daerah agar keterangan atau laporan tersebut rnenjadi lengkap 
dan jelas; 

b.	 Meneliti, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenai 
orang pnbadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retnbusi; 

c.	 Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pnbadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retnbusi; 

d.	 Memenksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang Retnbusi Daerah; 

e.	 Mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan temaoap barang buktl tersebut; 

f.	 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

g.	 Menyuruh bementi dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemenksaan sedang bertan~sung 

dan memenksa identitas orang atau dokumen yang dlbawa 
sebagaimana yang dimaksud pada hurt e; 

h.	 Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
dibidang Retribusi Daerah; 

i.	 Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipenksa 
sebagai tersang ka atau saksi; 

j.	 Menghentikan penyidikan; 

4 

BABXIII 
PENYlDIKAN 

Pasal21 
(1)	 Selain Penyidik Keoolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawa~ 

Negen Sipil tertentu dilingkungan Pernenntah Daerah dlben 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negen sipil tertentu dilingkungan Pemenntah Daerah yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

(3)	 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud peda ayat (1) adaiah: 
a. menerima, mencan, mengumpulkan dan meneliti keterangan 

atau laparan berkenaan dengan tindak pidana dibidang 
retribusi daerah agar keterangan atau iaparan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas; 

b. menelit!, mencart dan mengumpulkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perlluatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dart orang pnbadi atau 
Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retnbusi; 

d. memsnksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

e. mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pernbukusn, catatan dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan temadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan 
tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh bementi danlatau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemenksaan 
sedang bertangsung dan mernenksa identitas orang atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada 
hUruf e; 

h. memolret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
dibidang Retnbusi Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar kelerangannya dan diperiksa 
sebagai Iersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; danlatau 

5 

Pasal 21 disempumakan, 
Dalam merumuskan 
ketentuan yang menunjuk 
pejabat tertentu sebagai 
penyidik pegawai negen sipil 
diusahakan agar tidak 
mengurangi kewenangan 
penyidik Poln untuk 
melakukan penyldikan I 
sesuai ketentuan Lampiran II 
angka 219 UU No. 12 Tahun 
2011 

I 

(
 
l 
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k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak k. melakukan tindakan lain yang pe~u untuk kelancaran 
pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan 
dlpertanggungjawabkan. peraturan perundang-undangan yang be~aku. 

(4) Penyidlkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rnembentahukan (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan 
umum rnelalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur kepada penuntut umum rnelalui Penyidik Pejabat Kepolisian 
dalam Undang·Undang tentang Hukum Acara Pidana. Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang dlatur 

dalam Undang·Undang Hukum Acara Pidana. 

12 Sanksi BABXIV BAB XlV Pasal22 
Administratn SANKS! ADMINISTRATIF SANKS! ADMINISTRATIF - disempumakan dengan 

Pasal22 Pasal22 merujuk ketentuan pasaJ 
(1) Dalam hal Wajib Retnbusl tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada yang dilanggar 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam - ayat (2) sampai dengan 
(dua persen) setiap bulan dan retnbusi yang telUtang yang tidak atau kurang Pasal......., dlkenakan sanksi administratif belUpa bunga sebesar 2% ayat (4) dihapus, dalam 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; (dua persen) setlap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau pengenaan sanksi 

(,;l) Aplilliia silllpai ~SR!liR ao (Iiga pWIWR) RiR ssjall jalWR Wl'l1l8 IlSl'lbiI¥QI'QR, kurang dibayar dan dilagih dengan menggunakan STRD; administratif, 
'fJQji8 ratlCibwsi ti~illt Al81akwkan p8A1bayaIiaA; mak. t8m8€lap m8A8r-a berpedoman kepada 
tIlIsk81'lWRikasi ~i1ikwkaR IlSRI'8giliaR 81sR Ilejabat Y8RgllilP"8RaR!li ketentuan Pasa! 238 

(3) a pailla S9F+lPil ~QR8QA ag (lig. pWIWR) RiA ssjalt p8AyeS91aR, waj;b ~tA~w&i ayat (5) UU NO. 23 
tifltak 1iR8'a1twltSA P&A1B&¥9F8A; maka 19,*,at1afj maRiU. teleltQAi1YAiki&i Tahun 2014 
ailakwl(QA JlQR88Blit8A iain eleR pejabat yaRg B&M'QAQAg; 

(4) AIlallila 881'lilai ~8RgaR a (Iiga) bwlaR sejalt IlsRsabwlaR liIiR; 'Najill FsIRbwsi 
tiiak 1iR81akwl'QA P8IiRDiYQJ'QA. maka temaQQp Al8ASre t9laksmYAikQ8i 
€lilakwkaR 1i9mD9AsksfiA 819A pijabat yeRB bQ~''9A8Ag, 

13 Kelentuan BABXV BABXV Pasal 23 disempumakan sesuai 
Pidana KETENTUAN PIDANA KETENTUAN P1DANA ketentuan PasaJ 176 dan Pasal 

Pasal23 Pasal23 178 UU No. 28 Tahun 2009 
I(1) Wajib Retribusi yang tldak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan (1) Wajib Retnbusl yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dengan menambahkan ayat (3) 

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling bau, sesuai ketentuan UU No. 
20 Tahun 1997 dinyatakandenda l'liRilllal Ii [limaj kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang lama 3 (tiga) bulan atau denda palina banyak 3 (tiga) kali jumlah bahwa denda merupakan

dibayar I'lak&imal ~~ liQ QQQ OQO (lima IlWIWR jwlOl PtllliaR); retnbusi telUlang yang tidak atau kurang dibayar. peneJimaan negara bukan
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan (2) Ketenluan pidana sebagaimana dimaksud pa:la ayat (1 ) pajak

pelanggaran. merupakan pelanggaran. 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan JpeneJimaan Negara 

(
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14 Penutup 

i 
~i:0 Ii )"lll 

KlH'litlill Altl PIiN' 'rllP 
Pall131 

MilliElI VElA!! Ilask aiEllwF aElIElFR RSFEIlwraA QEl8Ml1ol IAI S8paRjEIRS FR8AlI8ASi IskAis 
palahs8RisARya akaA giiliWf aiRieR I2S....riR W.llkota SiR sJlt8tapk9A ,aaIiAB I~&at 1 
(GEIlw) IsliwA ssjElk R8FE11wFSA Qil9FE1I1 IAi ~sFliI\w 

- Pasal 25 dihapus, 
karena sesuai ketenllJan 
angka 210 Lampiran II 
UU No. 12 Tahun 201, 
Dalam pendelegasian 
kewenangan rnengatur 
tidak boleh adanya 
delegasi blangko. 

Pasal26 
Peraluran Daerah ini berlaku pada la09gal diundangkan. 

PaGal26 
Peraturan Daerah Ini mulal berlaku pada langgal dlundangkan. 

Pasal 26 
diserT1lumakan, sesuai 
ketenluan Lampiran II 
angka 150 UU No. 12 
Tahun 2011 

15 Penjelasan - PENJELASAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 

NOMOR...TAHUN ... 
TENTANG 

Agar diOOn Penjelasan 
sesuai ketentuan 
lampiran IIAngka 174 
UU No 12 Tahun 2011 

16 Lampiran b8fiRpiFQA i PSretWF8R QQQIiiA Kata SaRser baM:t~WAB 

~J8m8F , 
TSAlISSI , 

LAMPIRAN 
.................... ,......... 

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 
NOMOR 
TANGGAL 

Penulisan 
disempuma!<an 

Lamp"'n 

I 

I 

A. 
B. 

PENGHITUNGAN TlNGKAT PENGGUNAAN JASA 
PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI 

BIAYA 
NO KOMPONEN BIAYA SATUAN SATUAN 

(Rp) 

1 To 4-+11 - 2."00.QOO, 
2 ~Harian ~ - ~ 
3 ATK 4-'l'M . i OQO 000, 
4 Admin SJDALMENTEL i-QIl - 1 iOO 000, 
5 Operaaional 43llIo . :Ii QOO.Ooo, 

SIDAL!oENTEL 
ToIBl B~va o_sianal per tahun 
Biays rata-lllta parmonara par tahun (500 menara talokomunikalli) 

B1AYATOTAl 
(Rp) 

1CeQ .000.000. 
83i gOO; 

&.000000, 
1i4 ODO 000, 
~1 OOQ goO, 

1ooa OQO.DOO, 
a111 DO., 

A. PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
B. PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI 

KOMPONENBIAY~N 
BIAYA 

NO SATUAN 
(Rpl 

1 Transoortasi 1TH 180 had 2000.000.­
2 Uang Harian 30H 180 han 550.000.­
3 ATK 1Thn - 6.000.000,­
4 Adm~ SIDALMENTEL 30B 12bulan 1.500000,­
5 Operaaional SIDAL!oENTEL 12 2.000.000,­

~ 
Total Biava ""arasian'" par Iahun 
Biaya rat&<8la parmanara per tahun (500 menara I81akomunika~l 

B~YAlTOTAl 
(Rp) 

360000.0007 
297.000.000.­

6.000.000,­
54000.000.­
24.000.000,­

663.000.000,­
1.326.000,-

Lampiran Huruf B agar 
disempumakan sesuai 
ketenluan putusan 
Mahkamah Konstilusi 
No. 46/PUU-XIII2014 
Tahun 2015 

J 
(
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C. DISTRIBUSI BIAYA BESARAN NILAI RPMT C. DISTRIBUSI BIAYA BESARAN NILAI RETRIBUSI PENGENDALIAN 

I 

MENARA TELEKOMUNIKASI 

D. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 

J TELEKOMUNIKASI 

GUBERNtJR. LAMPtJ1(G. 

M. d:S'1l 

( ( 




